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ABSTRAK 

 

Strategi Peningkatan Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Satu Miliar 

Satu Desa (Samisade) Di Kabupaten Bogor 

Lubna Fadhilah, Nurliah Nurdin 

Lubna.Fadhilah76@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten 

Bogor untuk mendorong percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan 

infrastruktur desa. Sebagai kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di wilayah 
Jabodetabekpunjur, Kabupaten Bogor memiliki potensi besar dalam mewujudkan 

pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan program Samisade 

belum sepenuhnya menunjukkan akuntabilitas yang optimal, tercermin dari berbagai 

temuan administratif dan kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya transparansi dalam 

pengelolaan dana Samisade, serta merumuskan strategi peningkatannya dengan 

menggunakan teori akuntabilitas publik Hopwood dan Tomkins (1984) serta Ratmono 

dan Suryani (2021), juga pendekatan SWOC dari John M. Bryson (2004). Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas sumber daya manusia, rendahnya 

pemanfaatan teknologi informasi, belum optimalnya implementasi sistem 

pengendalian intern (SPIP), serta terbatasnya partisipasi dan pengawasan publik 

menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana. 

Berdasarkan analisis SWOC dan klasifikasi faktor-faktor akuntabilitas publik, strategi 

yang dirumuskan meliputi pembentukan tim pembina kecamatan dan desa untuk 

evaluasi triwulanan, pengembangan sistem informasi pelaporan yang terintegrasi 

antar-OPD, optimalisasi peran Inspektorat dalam pembinaan risiko sejak tahap 

perencanaan, pembentukan forum pengawasan desa berbasis masyarakat, serta 

penerapan sistem reward and punishment berbasis kinerja. Strategi ini diharapkan 

dapat mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan 

bebas dari penyimpangan, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan desa yang 

akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Penelitian selanjutnya disarankan 
untuk mengevaluasi efektivitas implementasi program Samisade dalam meningkatkan 

kualitas pembangunan desa dari aspek efisiensi anggaran, kepuasan masyarakat, dan 

dampak sosial-ekonomi, serta mengembangkan teori akuntabilitas Hopwood dan 

Tomkins dengan memasukkan dimensi digital governance dalam pengelolaan dana 

publik berbasis sistem informasi dan keterbukaan data. 

 
Kata kunci: Samisade, Akuntabilitas Publik, Pembangunan Desa, Strategi SWOC, 

Kabupaten Bogor 
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ABSTRACT 

 

Strategic Accountability and Economic Optimization of  

Samisade Village Fund Program in Bogor Regency 

Lubna Fadhilah, Nurliah Nurdin 

Lubna.Fadhilah76@gmail.com 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

The One Billion One Village (Samisade) Program is an initiative by the Bogor Regency 

Government aimed at accelerating village development through infrastructure 

funding. As the regency with the highest number of villages in the Greater Jakarta area 
(Jabodetabekpunjur), Bogor has significant potential to achieve equitable and 

sustainable development. However, the implementation of the Samisade program has 
not yet demonstrated optimal accountability, as reflected in various administrative 

findings and cases of fund mismanagement at the village level. This study aims to 

identify the factors contributing to the lack of transparency in the management of 
Samisade funds and to formulate strategies for improvement using the public 

accountability theories of Hopwood and Tomkins (1984) and Ratmono and Suryani 
(2021), as well as the SWOC approach by John M. Bryson (2004). A descriptive 

qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews and 

document analysis. Data were analyzed through the stages of data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that weak human resource 

capacity, low utilization of information technology, suboptimal implementation of the 
Internal Control System (SPIP), and limited public participation and oversight are the 

main barriers to achieving accountability in fund management. Based on the SWOC 
analysis and the classification of public accountability factors, the proposed strategies 

include the establishment of district and village supervisory teams for quarterly 

performance evaluations, development of an integrated reporting system across local 
government units, optimization of the Inspectorate's role in risk management from the 

planning stage, formation of village oversight forums involving community 
participation, and the implementation of a performance-based reward and punishment 

system. These strategies are expected to foster more transparent, participatory, and 

corruption-free financial governance in villages, thereby supporting accountable and 
sustainable rural development in Bogor Regency. Future research is recommended to 

evaluate the effectiveness of the Samisade program in improving the quality of village 
development in terms of budget efficiency, community satisfaction, and socio-economic 

impact, as well as to expand the accountability theory of Hopwood and Tomkins by 

incorporating the dimension of digital governance, particularly in the context of public 
fund management through information systems and data transparency. 

 
Keywords: Samisade; Public Accountability; Rural Development; SWOC Strategy; 

Bogor Regency 
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DAFTAR ISTILAH 

 

ADD (Alokasi Dana Desa) : Dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

kabupaten/kota untuk setiap desa, yang 

bersumber dari bagian dari Dana 

Perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD), setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus (DAK). 

APBD (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Daerah) 

: Dokumen perencanaan keuangan 

tahunan yang disusun oleh pemerintah 

daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) 

untuk mengatur pendapatan dan 

pengeluaran daerah selama satu tahun 

anggaran. 

APBN (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja 

Negara) 

: Dokumen perencanaan keuangan 

tahunan yang disusun oleh pemerintah 

pusat Indonesia untuk mengatur 

pendapatan dan pengeluaran negara 

selama satu tahun anggaran. 

BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa) 

: Lembaga perwakilan masyarakat desa 

yang berfungsi sebagai mitra pemerintah 

desa dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta 

mengawasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa. 

DD (Dana Desa) : Dana yang bersumber langsung dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang dialokasikan oleh 

pemerintah pusat kepada desa-desa di 

Indonesia untuk mendukung 

pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Kaur Keuangan (Kepala 

Urusan Keuangan) 

: Salah satu perangkat desa yang memiliki 

tugas pokok dalam pengelolaan 

keuangan desa, termasuk perencanaan 
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anggaran, pelaporan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban keuangan. 

Musrenbangdes 

(Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa) 

: Forum tahunan di tingkat desa yang 

mempertemukan seluruh unsur 

masyarakat desa untuk menyusun 

rencana pembangunan desa secara 

partisipatif.  

Poverty Reduction Fund 

(PRF) 

: Program pemerintah yang diluncurkan di 

Laos pada tahun 2002, dengan dukungan 

dari World Bank dan beberapa mitra 

pembangunan internasional, bertujuan 

untuk mengurangi kemiskinan, di daerah 

pedesaan dan terpencil, dengan cara 

memberdayakan masyarakat lokal untuk 

mengidentifikasi dan melaksanakan 

proyek-proyek pembangunan yang 

mereka butuhkan sendiri. 

RKPDes (Rencana Kerja 

Pemerintah Desa) 

: Dokumen perencanaan tahunan yang 

disusun oleh pemerintah desa sebagai 
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Pembangunan Jangka Menengah Desa). 

RPJMDes (Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Desa) 
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Saemaul Undong : Gerakan pembangunan pedesaan yang 
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1970 oleh Presiden Park Chung-hee 
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kesejahteraan masyarakat desa melalui 
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Samisade (Satu Miliar Satu 

Desa) 

: Merupakan istilah dari program 

Pemerintah Kabupaten Bogor berupa 

bantuan keuangan infrastruktur desa, 

yang diproyeksikan untuk mendorong 

peningkatan ekonomi desa. 
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UPT (Unit Pelaksana 

Teknis) 

: Satuan kerja operasional di bawah 

instansi pemerintah (seperti dinas atau 

kementerian) yang bertugas 

melaksanakan kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu di bidang layanan 

publik. 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan desa adalah salah satu komponen penting dalam 

keseluruhan proses pembangunan nasional (Nurman, 2017), karena desa 

mempunyai peran vital dan dibutuhkan oleh negara yang berfungsi sebagai 

fondasi utama pertumbuhan bangsa, menyerap sumber daya penting untuk 

pembangunan, dan mendistribusikannya ke seluruh elemen masyarakat 

(Luturmas, 2022) atau dengan kata lain desa dapat disebut sebagai Pilar 

Pembangunan Nasional. Pembangunan desa pada dasarnya dilakukan melalui 

perencanaan yang matang dan bertahap, bertujuan meningkatkan kualitas dan 

kesejahteraan hidup masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki peran 

strategis dan keunikan tersendiri dalam mendorong pemerataan pembangunan 

serta hasilnya, khususnya untuk kepentingan desa dan masyarakat perdesaan 

yang jumlahnya cukup besar (Luturmas, 2022).  

Sejak dulu, melalui berbagai kebijakan dan program, pembangunan desa 

dilaksanakan dengan memanfaatkan semaksimal mungkin segala potensi yang 

dimiliki desa, sehingga kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara 

optimal (Diartika & Pramono, 2021). Namun, interaksi dinamis antara desa 

dan kota dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan seringkali terganggu 

oleh biasnya kebijakan yang menyebabkan ketidakseimbangan, sehingga 

memunculkan beragam tantangan, baik dari dalam maupun luar, yang 

menghambat tercapainya tujuan dalam mewujudkan wilayah perdesaan yang 

produktif, kompetitif, dan nyaman (Muta'ali, 2016 dalam Diartika & Pramono, 

2021). Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dirilis BPS pada tanggal 1 Juli 

2024, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu 

sebanyak 13,58 juta orang atau 11,79%, dibandingkan dengan perkotaan yang 

mencapai 11,64 juta orang atau 7,09%. Rendahnya sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas, mentalitas aparat pemerintah desa yang belum 
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optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terbatasnya fasilitas sarana 

dan prasarana pelayanan, letak desa yang terpencil, serta keterbatasan dana 

menyebabkan potensi dan kekayaan sumber daya alam di perdesaan belum 

dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perekonomian desa 

(Diartika & Pramono, 2021; Arisandi, 2021). 

Gambar 1. 1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Pulau, Maret 2024 

(Badan Pusat Statistik, 2024) 

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indonesia dapat belajar dari 

negara-negara lain yang telah lebih dulu berhasil mengembangkan desa-desa 

mereka melalui pendekatan kebijakan yang sistematis dan partisipatif. Salah 

satu contoh sukses pembangunan desa yang patut dicermati adalah Korea 

Selatan dengan Gerakan Saemaul Undong-nya yang telah berhasil dalam 

membangun desa berkelanjutan. Inti dari kebijakan Saemaul Undong meliputi 

peran pemimpin desa, dukungan finansial dari pemerintah, kerja sama antar 

warga desa, serta semangat swadaya dalam mempromosikan pembangunan 

pedesaan (Choi & Kee, 2024). Gerakan ini dimulai pada tahun 1970, di bawah 

kepemimpinan Presiden Park Chung-Hee. Tujuannya pada saat itu adalah 

untuk mengurangi kemiskinan di daerah perdesaan, dan mengembangkan 
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ekonomi yang mandiri. Kegiatannya terutama difokuskan pada peningkatan 

infrastruktur dasar di daerah pedesaan (jalan, pasokan air, pasokan listrik, dll.), 

serta memberikan pendidikan dan dukungan teknis untuk meningkatkan 

produktivitas pertanian (Goh, 2010; Boyer dan Ahn, 1991; Goldsmith, 1981 

dalam Choi & Kee, 2024).  

Kondisi yang transparan dan akuntabel dalam Gerakan Saemaul Undong 

di Korea Selatan, memainkan peran penting keberhasilan program ini. Salah 

satu kunci akuntabilitas dalam Saemaul Undong adalah keterlibatan aktif 

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Program ini 

menekankan partisipasi komunitas, di mana pemimpin desa dan warga bekerja 

sama dalam setiap tahap proyek. Hal ini memastikan transparansi dalam 

penggunaan dana, karena keputusan dibuat secara kolektif dan disesuaikan 

dengan kebutuhan lokal. Pemerintah Korea Selatan, melalui Kementerian 

Dalam Negeri, memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan 

proyek Saemaul Undong. Sistem pengawasan yang ketat membantu 

memastikan bahwa dana pemerintah yang diberikan digunakan secara efisien, 

untuk pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan produktivitas 

pertanian. Program ini juga mempromosikan pemimpin desa yang terpilih 

secara demokratis, yang bertanggung jawab untuk memastikan proyek 

berjalan sesuai rencana dan dana digunakan secara transparan. Kepemimpinan 

lokal yang kuat, dianggap krusial untuk mempertahankan akuntabilitas di 

tingkat desa. Kemudian, sebagian besar proyek Saemaul Undong dibiayai oleh 

kombinasi investasi komunitas dan pinjaman dari lembaga keuangan publik, 

yang memberikan tekanan tambahan pada pemimpin desa dan komunitas 

untuk memastikan penggunaan dana yang tepat. Pada tahap awal, pemerintah 

juga memberikan subsidi material seperti semen dan batang besi, yang 

digunakan secara efektif oleh masyarakat untuk pembangunan infrastruktur 

(Kim, 2012). 
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Saemaul Undong masih dianggap penting hingga saat ini, karena gerakan 

ini yang membuat pembangunan ekonomi terjadi di Korea Selatan, bahkan 

gerakan ini dievaluasi sebagai salah satu faktor utama yang mewujudkan 

"keajaiban ekonomi" di Korea Selatan. Selain itu, peningkatan produktivitas 

di daerah pedesaan, juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara 

secara keseluruhan. Gerakan ini juga membantu memotivasi masyarakat 

dengan mendorong pengembangan komunitas yang mandiri dan sukarela, 

menekankan semangat gotong royong, dan memperkuat kohesi sosial. 

Gerakan ini juga membawa perubahan budaya, serta memainkan peran 

penting dalam mengubah cara berpikir tradisional menjadi modern dan 

progresif, juga menanamkan rasa bangga dan patriotisme di kalangan rakyat. 

Saemaul Undong telah menjadi model internasional untuk pembangunan 

nasional di negara-negara berkembang, dan dianggap sebagai contoh sukses 

dalam pembangunan pedesaan dan modernisasi nasional di negara 

berkembang. Akibatnya, banyak negara yang menjadikan gerakan ini sebagai 

acuan dan menerapkannya dalam strategi pembangunan mereka (Choi & Kee, 

2024). 

Selain Korea Selatan, Laos yang merupakan salah satu negara tetangga 

dari Indonesia di Kawasan Asia Tenggara juga memiliki program bantuan 

keuangan desa bernama Poverty Reduction Fund (PRF). Program PRF, 

diluncurkan pada tahun 2002 oleh pemerintah Laos dengan dukungan dari 

World Bank. Tujuan utamanya adalah, untuk mengurangi kemiskinan di 

wilayah pedesaan Laos dengan mengembangkan infrastruktur dan 

memperbaiki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, air bersih, 

kesehatan, dan fasilitas sanitasi (PRF Laos, n.d.). Berdasarkan laporan progres 

tahunan tahun 2023, program PRF telah menghasilkan beberapa pencapaian 

di bidang infrastruktur yang diantaranya ialah terdapat 231 Village 

Development Plans (VDPs) yang dikembangkan, dengan 173 proyek 

infrastruktur selesai. Proyek-proyek ini termasuk perbaikan jalan, sistem 

irigasi, dan suplai air untuk mendukung produktivitas pertanian. Kemudian 
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terdapat 93,38% proyek infrastruktur dinilai telah memenuhi standar kualitas, 

dan 93,82% proyek berfungsi dengan baik. Selain itu, Proyek jalan yang sudah 

dibangun juga terbukti telah mengurangi waktu perjalanan dari daerah 

produksi ke pusat desa hingga 51,9%, melampaui target (Poverty Reduction 

Fund, 2023).  

Tidak seperti program Saemaul Undong di Korea Selatan, pelaksanaan 

program PRF di Laos ini memiliki tantangan akuntabilitas pada pengelolaan 

dana, khususnya pada aspek keterbatasan pengawasan, dan kurangnya 

keterampilan dalam manajemen keuangan. Sebagai upaya penanggulangan 

pada tantangan akuntabilitas ini, beberapa langkah perbaikan dilakukan, 

diantaranya ialah PRF memperkenalkan pendekatan Community-Driven 

Development (CDD) yang memberikan kontrol langsung kepada masyarakat 

lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Pendekatan 

ini memperkuat akuntabilitas karena masyarakat desa menjadi pemilik proyek 

dan bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana secara 

transparan. Tim implementasi di desa bertanggung jawab untuk keuangan, 

pengadaan, dan konstruksi, dengan pelatihan dari PRF (Vongsouphanh, 

Phounvisouk, & Khanyavong, 2020). 

Selain itu PRF mendirikan Village Implementation Teams (VIT), yang 

dibagi menjadi tiga komite: tim keuangan, tim pengadaan, dan tim konstruksi. 

Tim-tim ini bertugas untuk mengelola dana, mengawasi kualitas material yang 

digunakan, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Langkah ini 

membantu memastikan bahwa setiap aspek proyek dikelola dengan baik oleh 

masyarakat. Kemudian, kontribusi masyarakat lokal dalam bentuk tenaga 

kerja dan bahan bangunan lokal dihitung sebagai bagian dari pembiayaan 

proyek. Ini meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek dan memperkuat 

akuntabilitas lokal. Lebih dari 12% dari total anggaran proyek berasal dari 

kontribusi lokal. Terakhir, PRF melakukan pengawasan berkelanjutan melalui 

tim pengawas lokal dan pemerintah, serta melibatkan masyarakat dalam 
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proses evaluasi. Hal ini memastikan bahwa proyek yang telah selesai dapat 

dipelihara dengan baik dan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat. Upaya ini telah membantu meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi PRF, meskipun tantangan masih ada dalam hal pengintegrasian 

kebijakan keuangan skala kecil dengan kebijakan pemerintah Laos 

(Vongsouphanh, Phounvisouk, & Khanyavong, 2020). 

Serupa dengan Program Pembangunan Desa milik Korea Selatan dan 

Laos yang telah disampaikan sebelumnya, keberhasilan pembangunan desa 

sangat ditentukan oleh desain kebijakan yang adaptif, tata kelola yang 

akuntabel, dan keterlibatan aktif masyarakat. Prinsip-prinsip inilah yang 

menjadi relevan untuk ditinjau dalam konteks Indonesia, khususnya di 

wilayah Kabupaten Bogor yang juga memiliki program pembangunan desa. 

Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan wilayah terluas keempat di Jawa 

Barat (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022). Kabupaten ini merupakan 

bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur dan berperan 

sebagai kawasan penyangga ibu kota negara (Trimarmanti, 2014). Menurut 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2021, luas wilayah Kabupaten 

Bogor mencapai 2.986 km² dan dihuni oleh 5.489.536 jiwa yang tersebar di 

40 kecamatan. Setiap kecamatan menaungi rata-rata 7 sampai 16 desa dan 

kelurahan, sehingga secara keseluruhan terdapat 416 desa dan 19 kelurahan 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2021). Jika dibandingkan dengan 

kabupaten dan kota lainnya di kawasan Jabodetabekpunjur, Kabupaten Bogor 

memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak (BPS Provinsi DKI Jakarta, 

2024; BPS Provinsi Jawa Barat, 2024; BPS Kabupaten Tangerang, 2024; BPS 

Kota Tangerang, 2024). 

  



7 
 

Gambar 1. 2 

Jumlah Desa dan Kelurahan pada Kabupaten/Kota  

di Wilayah Jabodetabekpunjur Tahun 2023 

(Badan Pusat Statistik, 2024) 

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bogor 

didominasi oleh wilayah perdesaan, maka dari itu Kabupaten Bogor perlu 

melakukan usaha lebih untuk membangun infrastruktur perdesaan agar desa-

desa di Kabupaten Bogor dapat berkembang dengan lebih maju dan mandiri. 

Pembangunan infrastruktur yang memadai di wilayah perdesaan Kabupaten 

Bogor mampu membuka akses ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan 

produktivitas ekonomi baik di tingkat masyarakat maupun wilayah, serta 

meningkatkan pendapatan warga. Selain itu, infrastruktur yang baik 

mempermudah konektivitas antara pusat produksi dan pemasaran, mendukung 

pertumbuhan aktivitas ekonomi di desa, memperlancar distribusi barang dan 

jasa, dan pada akhirnya berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan di 

Kabupaten Bogor (Permatasari, 2014). 
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Gambar 1. 3 

Sasaran Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa 

 

(DPMD, 2025) 

Salah satu usaha yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bogor untuk membangun infrastruktur desa adalah, dengan mengadakan 

program Samisade (satu miliyar satu desa) yaitu bantuan keuangan 

infrastruktur desa yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah) dengan besaran nominal paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan 

paling besar Rp. 1.000.000.000,- per-desa. Program bantuan keuangan 

infrastruktur desa diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan 

perekonomian dan infrastuktur desa, seperti pembangunan jalan desa, 

pembangunan tebing desa, drainase desa dan lainnya, yang mana 

pelaksanaannya ada di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD) Kabupaten Bogor (DPMD Kabupaten Bogor, 2021). DPMD 

Kabupaten Bogor memiliki dokumen petunjuk teknis di dalam melaksanaan 

program Samisade, yang digunakan sebagai pedoman mulai dari proses 

perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, penggunaan sampai dengan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas penggunaan bantuan 

keuangan Samisade ini. Di dalam dokumen petunjuk teknis tersebut, 

tercantum kriteria persyaratan yang wajib dipenuhi desa calon penerima 
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bantuan keuangan Samisade yang diantaranya adalah (DPMD Kabupaten 

bogor, 2022): 

1. Kegiatan yang diusulkan tidak memiliki sumber pendanaan ganda dari 

pemerintah, baik tingkat provinsi, pusat, maupun dari Dana Desa dan 

turunannya. 

2. Kegiatan ini sudah terencana dengan baik dalam dokumen perencanaan 

desa (RPJMDesa dan RKPDesa); 

3. Usulan kegiatan telah melalui proses musyawarah desa dan kecamatan 

sebagai bentuk partisipasi masyarakat.; 

4. Terdapat kepastian hukum atas status kepemilikan lahan yang akan 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur; 

5. Kegiatan telah melalui tahap verifikasi oleh tim kecamatan dan 

dinyatakan memenuhi persyaratan. 

Pada program Samisade tahap pertama, yaitu di tahun anggaran 2021, dari 

416 desa yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor, hanya 1 desa yang tidak 

mengajukan Samisade, yaitu Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja. Alasan Desa 

Cibanon tidak mengajukan Samisade adalah karena memiliki asumsi 

bahwasannya di wilayahnya tidak ada yang perlu dibangun menggunakan 

dana Samisade. Selain Desa Cibanon, 415 desa-desa lain di Kabupaten Bogor 

mengajukan Samisade, dan terdapat 413 desa yang lolos persyaratan sehingga 

dapat melangsungkan pembangunan infrastruktur di desa melalui program 

Samisade, yang mana jumlah dananya disesuaikan dengan prioritas kebutuhan 

pembangunan infrastruktur di masing-masing desa. 
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Gambar 1. 4 

Output Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa 

Tahun Anggaran 2021-2024 

 

(DPMD, 2025) 

Pencapaian program Samisade, sejak diluncurkan sampai dengan tahun 

2024 adalah terbangunnya infrastruktur desa mencakup jalan desa sepanjang 

1.965 kilometer, jembatan sepanjang 1.571 meter, TPT sepanjang 124.048 

meter, drainase sepanjang 33.834 meter, irigasi sepanjang 17.711 meter, dan 

25 unit PSAB, sentra ekonomi sebanyak 2 titik, dan menara telekomunikasi 

sebanyak 21 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Bogor (DPMD, 2025), 

selain itu pada awal tahun 2022 program bantuan keuangan infrastruktur desa 

ini juga sukses mencapai target zero desa tertinggal dengan memberdayakan 

seluruh 45 desa yang sebelumnya tertinggal. Saat ini status desa di Kabupaten 

Bogor berada pada tiga kategori meliputi 22 desa berkembang, 223 desa maju 

dan 171 desa mandiri (DPMD, 2025).  

Desa Mandiri menjadi hal yang penting dalam perjalanan Kabupaten 

Bogor menuju pencapaian tujuan ke 10 Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs), yaitu berkurangnya kesenjangan, 

Melalui pembangunan desa yang berkelanjutan, Kabupaten Bogor 

memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati kemajuan 
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ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Berikut hasil 

Capaian Desa Mandiri Kabupaten Bogor tahun 2023:  

Gambar 1. 5 

Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri 

(Laporan Akhir Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGS) Kabupaten Bogor Tahun 

2023) 

Target capaian untuk Desa Mandiri Kabupaten Bogor pada tahun 2023 

adalah 17,07 dan realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 32,21 

(Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2023). Menteri Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) turut memberikan 

apresiasi terhadap program Samisade, dengan menyatakan bahwa program 

tersebut dipandang berpotensi besar mendorong percepatan pembangunan 

desa di Kabupaten Bogor (Humas Kemendes PDTT, 2021). 
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Gambar 1. 6 

Tingkat Pendidikan Perangkat Desa  

Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Bogor 

 

(DPMD, 2025) 

Meskipun pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Bogor 

menunjukkan pencapaian yang signifikan, kualitas sumber daya manusia, 

khususnya perangkat desa, masih menjadi tantangan mendasar yang perlu 

diperhatikan secara serius. Berdasarkan hasil analisis data perangkat desa, 

terdapat disparitas tingkat pendidikan antar kecamatan yang cukup mencolok. 

Banyak desa di Kabupaten Bogor masih memiliki perangkat dengan latar 

belakang pendidikan yang beragam. Tingkat pendidikan merupakan salah satu 

faktor dan tolak ukur dari kinerja dan menentukan keberhasilan seorang 

pesonil/aparatur dalam melaksanakan kewajiban pada program pembangunan 

pemerintah (Setyawan, Sabtohadi dan Suhartono, 2018). Pengelolaan dana 

publik dalam skala besar seperti Samisade memerlukan kompetensi teknis 

yang memadai agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan 

secara utuh. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan aspek peningkatan 

kapasitas pendidikan perangkat desa sebagai salah satu fokus pembenahan 

dalam upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten 

Bogor. 
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Selain kapasitas pendidikan, tantangan lain yang turut memengaruhi 

akuntabilitas pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor adalah masih 

adanya kesenjangan digital di wilayah pedesaan. Kabupaten Bogor dengan 

kondisi yang sangat luas tersebut memiliki tingkat perkembangan yang 

berbeda di setiap kecamatan atau desa-nya, masih adanya belasan desa di 

wilayah Kabupaten Bogor yang masih mengalami lemah sinyal, tidak ratanya 

akses jaringan internet ini sangat menghambat dalam proses digitalisasi, 

pasalnya internet merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan digitalisasi 

layanan publik (Desandry, Yuwanto dan Wijayanto, 2024). Proses 

pengelolaan dan pelaporan keuangan desa saat ini telah terintegrasi dengan 

sistem berbasis teknologi seperti Siskeudes dan SAMISADE SINGLE SIGN 

ON (SSO), serta SITANTRI dan SIPANDA untuk pemantauan dan 

pengawasan pencairan, namun tidak semua desa memiliki infrastruktur dan 

sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan sistem tersebut 

secara optimal.  

Keterbatasan jaringan internet dan perangkat teknologi yang belum 

merata dapat menjadi kendala dalam menyampaikan laporan secara tepat 

waktu dan akurat. Hal ini tentunya dapat menjadi ancaman dalam penurunan 

kualitas transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta 

memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan administratif atau 

keterlambatan pelaporan. Oleh karena itu, kesenjangan digital perlu 

dipandang sebagai bagian penting dari agenda peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan dana desa, khususnya dalam menghadapi tuntutan sistem 

pelaporan berbasis teknologi yang semakin kompleks. 
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Gambar 1. 7 

Data Realisasi Anggaran Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa 

Tahun Anggaran 2021-2024 

 

(DPMD, 2025) 

Kesenjangan kapasitas SDM dan kesenjangan digital ini, berpotensi 

memperbesar risiko lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program 

Samisade. Di lapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam 

pengelolaan dana Samisade, terutama terkait kelemahan dalam 

pertanggungjawaban dan keandalan dalam pengelolaan anggaran. Besarnya 

nominal dana yang disalurkan ke masing-masing desa menuntut pengelolaan 

yang transparan dan akuntabel. Selama periode 2021–2024, program 

Samisade telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun (DPMD, 2025), 

dan rencananya pada tahun 2025, besaran bantuan keuangan infrastruktur desa 

akan dinaikkan menjadi Rp 1,5 miliar untuk setiap desa. Peningkatan nilai 

anggaran ini tentu harus diiringi dengan penguatan kapasitas tata kelola dan 

pertanggungjawaban di tingkat desa, agar risiko penyimpangan dapat 

diminimalisir. 

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fondasi bagi 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, atau sering disebut sebagai 

good governance, yang meliputi seluruh tahapan mulai dari perencanaan, 
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pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Gayatri, 

Latrini, & Widhiyani, 2017), dan berfokus pada kepentingan publik dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip dasar seperti kepastian hukum, transparansi, 

keadilan, akuntabilitas, profesionalisme, serta demokratis (Dwiyanto, 2021; 

Rohman, Hanafi & Hardianto, 2019).  

Akuntabilitas dan transparansi adalah faktor krusial yang harus dimiliki 

oleh pemerintah desa agar mendapatkan kepercayaan masyarakat 

(Nurrizkiana et al, 2017 dalam Sofyani & Tahar, 2021). Apabila kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah meningkat, maka partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan daerahnya juga akan meningkat, sehingga hal tersebut 

dapat meminimalisir penyimpangan atau kecurangan pada penyelenggaraan 

tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal ini pemerintahan desa (Selvia 

& Arza, 2023). Permasalahan terkait kurangnya akuntabilitas pada 

pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor ini, peneliti temukan pada 

dokumen laporan hasil pemeriksaan atas bantuan keuangan infrastruktur desa 

tahun 2021 yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Bogor. Sejumlah 415 

desa yang mendapatkan bantuan dana Samisade, seluruhnya masih 

mendapatkan rekomendasi perbaikan dalam hal administratif seperti 

kurangnya bukti-bukti dari pengelolaan dana bantuan keuangan infrastruktur 

desa.  

Laporan terkait proyek pengerjaan aspal yang tidak sesuai spesifikasi juga 

datang dari masyarakat Desa S, yang menimbulkan dugaan adanya tindakan 

korupsi pada pelaksanaan Samisade tahun anggaran 2023 di desa tersebut. 

Dasar dari pengaduan ini adalah, masyarakat mendapati bahwasannya proyek 

pengaspalan jalan yang baru dikerjakan dengan sumber dana dari program 

Samisade tahun 2023 itu sudah banyak mengalami kerusakan di dua titik. 

Diantaranya, kampung K-C dengan panjang pengaspalan 750 meter dan lebar 

3,5 meter, sementara di kampung K-E sepanjang 400 meter dengan lebar 3,5 

meter (Bogor Online, 2024).  
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Pengelolaan dana Samisade yang tidak akuntabel dapat menyebabkan 

aparatur pemerintah desa terkena kasus hukum. Seperti yang terjadi pada 

Kepala Desa T, yang kini menjadi tersangka atas dugaan korupsi dana 

Samisade pada tahun anggaran 2021 dan 2022 dengan total anggaran 

Rp836.000.000 yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan atau 

betonisasi jalan, namun Kepala Desa T gagal menyelesaikan pekerjaannya. 

Bahkan, pada tahun anggaran 2022, program bantuan keuangan infrastruktur 

desa tidak dikerjakan sama sekali karena dana tersebut diselewengkan. 

Berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Bogor, negara mengalami kerugian 

sebesar Rp501.000.000,-. Kepala Desa T dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo 

Pasal 8 dan subsidair Pasal 3 jo Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman 

maksimal 20 tahun penjara (Sayuti, 2023). 

Menyusul Kepala Desa T, mantan Kepala Desa K, juga ditetapkan sebagai 

tersangka kasus korupsi bantuan keuangan Samisade tahun anggaran 2021-

2022. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Bogor, Ate Quesyini Iliyas, menyatakan bahwa mantan Kepala 

Desa K diduga telah menggelapkan dana yang menyebabkan kerugian negara 

mencapai sekitar Rp 1,2 miliar. Kerugian negara yang terjadi akibat 

penggelapan Kepala Desa K berasal dari beberapa sumber, yaitu dana desa, 

dana bantuan keuangan untuk infrastruktur desa melalui program Samisade, 

Bantuan Provinsi Jawa Barat, serta Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

(BPHRD) selama periode 2021 hingga 2022 dengan modus memanipulasi 

anggaran, memalsukan dokumen pertanggungjawaban, serta menurunkan 

kualitas pembangunan infrastruktur di bawah standar yang telah ditetapkan 

(Bogor Update, 2023). 

Berdasarkan hal tersebut, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

Samisade di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih belum sesuai dengan 
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ketentuan yang berlaku terkait akuntabilitas dalam pengelolaan dana 

Samisade. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dan analisis mengenai 

bagaimana implementasi pengelolaan dana Samisade di lapangan? Selain itu, 

penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku atau 

perangkat desa, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan akuntabilitas 

dalam pengelolaan dana Samisade. Hal-hal ini menjadi dasar pentingnya 

penelitian di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan temuan awal, beberapa permasalahan 

yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain: 

1. Lemahnya akuntabilitas pada pengelolaan dana Samisade di Kabupaten 

Bogor. 

2. Masih ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana Samisade di 

Kabupaten Bogor. 

3. Belum efektifnya sistem pengawasan dari pemerintah daerah dalam 

memastikan kualitas pembangunan infrastruktur desa. 

4. Terdapat disparitas tingkat pendidikan perangkat desa antar kecamatan yang 

cukup mencolok. 

5. Terjadinya kesenjangan digital serta keterbatasan infrastruktur teknologi 

informasi di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor. 

C. Rumusan Permasalahan 

1. Mengapa pengelolaan dana Samisade masih menimbulkan permasalahan 

akuntabilitas di Kabupaten Bogor? 

2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana 

Samisade di kabupaten bogor? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab pengelolaan dana 

Samisade masih menimbulkan permasalahan akuntabilitas di kab bogor. 

2. Untuk menganilisis strategi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

dana Samisade di Kabupaten Bogor. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bogor dalam usaha meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

dana Samisade. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang Administrasi Pembangunan Negara, terutama terkait 

upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, 

temuan-temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti 

atau penulis lain yang berminat meneliti topik serupa. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Peningkatan 

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) di 

Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan :  

1. Pengelolaan dana Samisade di Kabupaten Bogor masih menimbulkan 

permasalahan akuntabilitas karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

saling berkaitan dan bersifat sistemik, baik dari sisi internal kapasitas desa 

maupun kelemahan pada sistem pengawasan dan pembinaan dari 

pemerintah daerah. Faktor paling mendasar terletak pada lemahnya 

kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa, yang tercermin dari 

rendahnya pemahaman terhadap petunjuk teknis, keterbatasan 

kemampuan teknis dalam penyusunan RAB dan pelaporan, serta 

tingginya tingkat pergantian perangkat desa yang menyebabkan 

ketidakkonsistenan dalam tata kelola keuangan dan administrasi. Selain 

itu, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kendala 

utama, di mana pelaporan program masih dilakukan secara manual, 

sistem aplikasi antar-OPD belum terintegrasi, dan pencatatan aset desa 

belum memanfaatkan sistem digital yang memadai, sehingga berdampak 

pada keterlambatan pelaporan, duplikasi data, dan minimnya akurasi 

informasi yang dilaporkan ke tingkat kabupaten. 

Selanjutnya, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 

tingkat desa belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek 

perencanaan dan mitigasi risiko. Hal ini terlihat dari belum tersedianya 

peta kebutuhan pembangunan formal, lemahnya reviu dokumen 

perencanaan, serta ketiadaan standar harga satuan pekerjaan yang 

menyebabkan temuan audit fisik dan finansial cenderung berulang setiap 
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tahun. Peran Inspektorat sebagai pengawas internal juga masih terbatas 

pada fungsi audit pascapelaksanaan, bukan sebagai pembina risiko sejak 

awal, sehingga sifat pengawasan cenderung reaktif dan tidak mencegah 

kesalahan sejak perencanaan. Selain itu, pengawasan partisipatif dari 

masyarakat belum berjalan efektif, karena minimnya keterlibatan warga 

dan BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. 

Ketiadaan forum transparansi dan kurangnya akses terhadap laporan 

publik membuat masyarakat tidak memiliki cukup informasi atau ruang 

untuk memberikan kontrol sosial yang bermakna. 

Terakhir, tidak berjalannya sistem reward and punishment yang tegas 

turut memperlemah motivasi perangkat desa untuk memperbaiki 

kinerjanya. Ketiadaan sanksi atas kelalaian maupun penghargaan atas 

capaian positif menyebabkan pengelolaan program berjalan tanpa insentif 

untuk berbenah atau bersaing secara sehat dalam meningkatkan 

akuntabilitas. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem 

tata kelola dana Samisade masih belum sepenuhnya mendukung prinsip-

prinsip akuntabilitas publik yang mencakup transparansi, partisipasi, 

responsibilitas, dan integritas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan 

yang bersifat komprehensif, lintas sektor, dan berbasis pembinaan 

berkelanjutan agar akuntabilitas dalam pengelolaan dana Samisade dapat 

diwujudkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

2. Strategi peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana Samisade di 

Kabupaten Bogor dilakukan secara terstruktur melalui pendekatan 

berbasis faktor-faktor akuntabilitas publik, dengan fokus pada penguatan 

kualitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem pelaporan, pengawasan 

partisipatif, dan pembinaan sistem pengendalian intern. 

Strategi pertama yang dirumuskan mencakup pembentukan tim pembina 

kecamatan dan desa yang bertugas melakukan evaluasi kinerja secara 

triwulanan dengan menggunakan instrumen form capaian kerja dan 

laporan pelaksanaan juknis, yang kemudian direkap dalam dashboard 
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evaluasi kinerja. Strategi ini bertujuan membangun sistem evaluasi 

berbasis data dan membantu mendeteksi permasalahan secara dini. Pada 

aspek teknologi, dikembangkan sistem informasi terintegrasi yang 

menghubungkan data perencanaan, pencairan, pelaporan keuangan, 

kegiatan fisik, dan aset desa secara lintas perangkat daerah, sehingga 

mengurangi beban administrasi ganda dan meningkatkan efisiensi 

pengawasan. Dalam praktik SPIP, strategi diarahkan pada optimalisasi 

peran Inspektorat sebagai pembina risiko sejak tahap perencanaan, bukan 

hanya sebagai auditor pascapelaksanaan. Ini dilakukan melalui 

mekanisme reviu perencanaan, pendampingan pengendalian intern, dan 

penyusunan peta risiko desa. Untuk memperkuat transparansi dan 

partisipasi, diusulkan pembentukan forum pengawasan desa yang 

melibatkan masyarakat, BPD, kecamatan, DPMD dan Inspektorat sebagai 

bentuk pengawasan sosial. Terakhir, untuk mendorong motivasi dan 

kinerja aparatur desa, strategi dilengkapi dengan sistem reward and 

punishment yang adil dan terukur, seperti pemberian penghargaan bagi 

desa berprestasi melalui Tegar Beriman Award dan sanksi berupa 

pengurangan dana bagi desa yang tidak memenuhi standar akuntabilitas. 

Seluruh strategi ini dirancang agar saling terintegrasi dan berorientasi 

jangka panjang, dengan harapan dapat membentuk tata kelola dana desa 

yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian mengenai Strategi 

Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Satu Miliar Satu Desa 

(Samisade) di Kabupaten Bogor, maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil temuan dan analisis, peneliti merekomendasikan satu 

strategi prioritas yang perlu segera diimplementasikan, yaitu penguatan 

peran Inspektorat dalam praktik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP). Strategi ini dipilih sebagai prioritas karena mayoritas akar 



153 
 

permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Samisade di 

Kabupaten Bogor teridentifikasi berada pada faktor praktik SPIP, seperti 

belum tersedianya peta kebutuhan pembangunan yang formal, temuan 

audit fisik dan finansial yang terus berulang, belum optimalnya pencatatan 

aset, lemahnya evaluasi program, serta ketidakhadiran standar biaya yang 

seragam. Seluruh permasalahan tersebut menunjukkan lemahnya sistem 

pengendalian internal, terutama pada aspek perencanaan, pengendalian 

risiko, dan evaluasi pelaksanaan program. 

Untuk menjawab persoalan ini, strategi penguatan SPIP diarahkan pada 

optimalisasi peran Inspektorat tidak hanya sebagai auditor pasca-kegiatan, 

tetapi juga sebagai pembina risiko sejak tahap perencanaan hingga 

pelaksanaan dan evaluasi. Diharapkan, dengan peran Inspektorat yang 

lebih proaktif, sistem pengendalian intern desa akan menjadi lebih kuat, 

akuntabilitas dapat ditingkatkan secara nyata, dan potensi penyimpangan 

penggunaan dana Samisade dapat diminimalisasi sejak dini. Rencana aksi 

yang dapat dilakukan antara lain meliputi: 

Tabel 5. 1 

Rencana Aksi Strategi Optimalisasi Peran Inspektorat 

No 
Rencana 

Aksi 
Tujuan 

Penanggung 

Jawab 

Waktu 

Pelaksanaan 
Output 

1 Reviu 

perencanaan 

kegiatan 

desa (RKA-

K & Juknis) 

Memastikan 

perencanaan 

kegiatan sesuai 

aturan dan bebas 

risiko sejak awal 

Inspektorat, 

DPMD 

Sebelum 

pencairan 

dana 

Dokumen 

reviu dan 

rekomendasi 

teknis 

2 Klinik 

akuntabilitas 

pra-

pelaksanaan 

Samisade 

Memberikan 

pembinaan awal 

kepada desa 

mengenai potensi 

risiko dan 

kesalahan umum 

Inspektorat, 

Kecamatan 

Awal tahun 

anggaran (pra 

pencairan) 

Daftar risiko 

dan 

komitmen 

desa 

3 Penyusunan 

peta risiko 

per desa 

Mengidentifikasi 

potensi risiko 

spesifik di 

masing-masing 

desa 

Inspektorat, 

Kecamatan, 

Pemerintah 

Desa 

Triwulanan Dokumen 

peta risiko 

dan rencana 

mitigasi 

4 Pendamping

-an SPIP 

desa 

Mendorong 

penerapan sistem 

pengendalian 

Inspektorat, 

DPMD 

Rutin berkala 

(terutama desa 

prioritas) 

Checklist 

SPIP dan 

laporan 
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intern sederhana 

di desa (SOP, 

pelaporan, aset) 

pendamping-

an 

5 Monitoring 

indikator 

risiko secara 

berkala 

Melakukan 

pengawasan 

berbasis indikator 

(early warning) 

Inspektorat Triwulan Laporan 

monitoring 

dan tindakan 

preventif 

6 Evaluasi dan 

umpan balik 

ke desa 

Memberikan 

masukan atas 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

penguatan 

berkelanjutan 

Inspektorat, 

Kecamatan 

Pasca 

pelaksanaan 

program 

Laporan 

evaluasi dan 

rekomendasi 

perbaikan 

   (Hasil Olahan Peneliti, 2025) 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengevaluasi sejauh mana 

keberhasilan implementasi program Samisade dalam meningkatkan 

kualitas pembangunan desa, baik dari aspek efisiensi anggaran, kepuasan 

masyarakat, maupun dampak sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian dapat 

dikembangkan dengan memperluas teori akuntabilitas Hopwood dan 

Tomkins melalui penambahan dimensi digital governance, khususnya 

dalam konteks pengelolaan dana publik berbasis sistem informasi dan 

keterbukaan data. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan 

kerangka analisis yang lebih relevan terhadap dinamika tata kelola 

pemerintahan desa di era digital. 
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